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ABSTRAK

Eksekusi putusan hakim adalah proses pelaksanaan atau penegakan
keputusan yang diberikan oleh pengadilan atau hakim. Seorang pencari keadilan
melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan uji
materi terhadap Pasal 6, Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan
Pasal 21 dari Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah untuk
diujimaterikan terhadap UUD-1945 dengan Nomor 10/PUU XIX/2021, karena
pada kasus diatas bank melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan
yang kemudian berdampak pada dilelangnya objek jaminan hak tanggungan milik
pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis:
I)Bagaimana perlindungan hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam
Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PU-
XIX/2021) ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam
menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIX/2021 ? 3) Apa
saja hambatan dalam perlindungan hukum Kreditur Atas Hak Tanggungan Dalam
Perjanjian Kredit Bank serta solusinya ? Penelitian ini menggunakan metode
penelitian Yuridis Normatif. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif
analitis. Pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Dari penelitian yang
dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : 1) Bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada
bentuk perjanjian kredit itu sendiri berupa Akta atau Perjanjian Kredit di bawah
tangan dan Akta atau Perjanjian Kredit autentik. 2) Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIX/2021
adalah Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk
menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil dimaksud benar
adanya maka upaya-upaya hukum dapat ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan
mekanisme peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3) Hambatan dalam
Eksekusi Hak Tanggungan adalah meliputi hambatan yuridis dan non yuridis,
sehingga Eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan
lancar. Upaya pemecahan hambatan yuridis dilakukan menurut ketentuan hukum
yang ada, sedangkan untuk hambatan non yuridis upaya pemecahannya dengan
melakukan koordinasi antara pihak-pihak terkait dan menambah aparat keamanan.

Kata kunci : Eksekusi, Hak Tanggungan, Mahkamah Konstitusi.
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Abstract

Execution of a judge's decision is the process of implementing or
enforcing a decision issued by a court or judge. Seeker of justice"submitted a
request to the Constitutional Court to carry out a material review of Article 6,
Article 14 paragraph (3), Article 20 paragraph (1), Article 20 paragraph (2) and
Article 21 of Article 20 Paragraph (2) of Law Number 4 of 1996 concerning
Mortgage Rights over Land and Land-Related Objects for material review of the
1945 Constitution with Number 10/PUU owned by a third party. This research aims
to examine and analyze: 1) What is the legal protection of creditors for mortgage
rights in bank credit agreements (Study of Constitutional Court Decision No.
10/PU-XIX/2021)? 2) What are the considerations of the Constitutional Court
Jjudges in handing down Constitutional Court Decision Number 10/PUU-
XIX/20217 3) What are the obstacles in the legal protection of creditors for
mortgage rights in bank credit agreements and their solutions? This research uses
the Normative Juridical research method. The research specifications used are
analytical descriptive. Data collection uses document study. From the research
carried out, the author obtained the following results: 1) The form of legal
protection given to creditors according to this Law is in the form of the credit
agreement itselfin the form of a private Credit Deed or Agreement and an authentic
Credit Deed or Agreement. 2) The Constitutional Court Judge in handing down
Constitutional Court Decision Number 10/PUU-X1X/2021 stated that because the
Petitioner's petition was a petition to test the constitutionality of statutory norms,
in casu Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights for Land and Objects
- Objects relating to land against the 1945 Constitution, the Court has the authority
to hear the a quo petition. Therefore, if the arguments referred to are true then legal
measures can be taken by the Petitioner in accordance with the mechanisms of the
applicable laws and regulations. 3) Obstacles in the execution of mortgage rights
include both juridical and non-juridical obstacles, so that the execution of
mortgage rights cannot be carried out properly and smoothly. Efforts to resolve
Jjuridical obstacles are carried out according to existing legal provisions, while for
non-juridical obstacles, efforts are to be resolved by coordinating between related

parties and adding security forces.

Keywords: Execution, Mortgage Rights, Constitutional Court
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